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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh unsur-unsur dari SPIP yaitu 
lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan 
komunikasi, dan pemantauan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. 
Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan menggunakan kuesioner dengan 
metode simple random sampling. Sampel pada penelitian ini adalah pegawai BPKAD 
Kabupaten Malang yang berjumlah 88 orang. Teknik analisis data menggunakan 
analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS. Berdasarkan hasil 
penelitian dapat diketahui bahwa lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan 
pengendalian dan pemantauan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas 
pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan informasi dan komunikasi tidak 
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THE INFLUENCE OF INTERNAL CONTROL SYSTEM ON THE 
EFFECTIVENESS OF THE FINANCIAL MANAGEMENT OF LOCAL 
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(A Study on the Office for Management of Regional Finance and Assets of 
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The objective of this study is to assess the influence of Governmental 
Internal Control System components, i.e. control environment, risk assessment, 
controlling activities, information and communication, and surveillance on the 
effectiveness of local government’s financial management. The data of this study are 
collected through questionnaires distributed to 88 officers of the Office for 
Management of Regional Finance and Assets of Regency of Malang selected through 
simple random sampling. The data are analyzed through multiple linear regression 
analysis using SPSS. The results show that control environment, risk assessment, 
controlling activities, and surveillance significantly influence the effectiveness of 
local government’s financial management, but information and communication do not 
influence it. 
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1.1 Latar Belakang 
Krisis ekonomi dan kepercayaan yang melanda Indonesia memberikan 
dampak positif dan dampak negatif bagi upaya peningkatan kesejahteraan seluruh 
rakyat Indonesia. Di satu sisi, krisis tersebut telah membawa dampak yang luar biasa 
pada tingkat kemiskinan, namun di sisi yang lain, krisis tersebut dapat juga memberi 
“berkah tersembunyi” (blessing in disguised) bagi upaya peningkatan taraf hidup 
seluruh rakyat Indonesia di masa yang akan datang. Mengapa? Karena krisis ekonomi 
dan kepercayaan yang dialami telah membuka jalan bagi munculnya reformasi total 
di seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia. Tema sentral reformasi total tersebut 
adalah mewujudkan masyarakat madani, terciptanya good governance dan 
mengembangkan model pembangunan yang berkeadilan (Mardiasmo, 2002:3). 
Salah satu unsur reformasi total itu adalah tuntutan pemberian otonomi 
daerah. Kebijakan tentang otonomi daerah ini telah dimulai sejak zaman reformasi 
dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah 
Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang kemudian diperbarui menjadi 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah. Kedua peraturan ini telah memberikan kebebasan kepada 
pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Walaupun 
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demikian, urusan tertentu masih dijalankan oleh pemerintah pusat seperti hubungan 
luar negeri, moneter, fiskal, dan pertahanan dan keamanan. Terdapat dua sudut 
pandang tentang otonomi daerah ini yaitu merupakan tantangan bagi pemerintah 
daerah itu sendiri dalam mengelola daerahnya secara mandiri dan juga dapat menjadi 
peluang dalam memaksimalkan potensi daerah yang dimiliki. Kebijakan ini dibuat 
atas dasar bahwa daerah dianggap lebih memahami dan mengetahui tentang keadaan 
daerahnya sendiri dari pada pemerintah pusat dan agar lebih dekat kepada masyarakat 
sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih maksimal. Otonomi daerah juga 
mengharapkan pemerintah daerah mampu melakukan pembangunan daerah secara 
mandiri mulai dari perencanaan, pembiayaan dan pembangunannya. 
Salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-hati 
adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Seperti sudah 
diketahui, anggaran daerah adalah rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk 
uang (rupiah) dalam satu periode tertentu (satu tahun). Anggaran daerah atau 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan 
yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah 
menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas 
pemerintah daerah. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar 
pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan 
pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa yang akan datang, sumber 
pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi 




Untuk dapat mecapai good governance maka pemerintah daerah harus 
memiliki pengelolaan keuangan yang baik. Pengelolaan keuangan daerah adalah 
keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan 
keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 pasal 3 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi 
kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan 
rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah 
yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, 
penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, 
kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD. Pengelolaan keuangan daerah 
harus dikelola secara efektif agar tujuan dari pengelolaan keuangan tersebut dapat 
dicapai. Pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan/penyusunan 
anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). APBD merupakan dasar 
pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran yang memuat rencana 
pelaksanaan semua pendapatan dan belanja daerah dalam rangka melaksanakan 
desentralisasi dalam satu tahun anggaran tertentu. Oleh karena itu maka APBD juga 
menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan keuangan 
daerah. 
Untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah, maka 
pemerintah daerah diwajibkan membuat suatu laporan keuangan pemerintah daerah 
(LKPD). Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) atas laporan 
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keuangan semester 1 tahun 2016 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
menunjukkan beberapa kasus kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan 
terhadap peraturan perundang-undangan yang terjadi di 533 pemerintah daerah. 
Dalam lampiran IHPS atas laporan keuangan semester 1 tahun 2016 terdapat 
perubahan opini laporan keuangan pemerintah daerah yang diberikan oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Malang yaitu 
tahun 2011, 2012, 2013 Pemerintah Kabupaten Malang memperoleh opini Wajar 
Dengan Pengecualian (WDP), tahun 2014 berubah menjadi Wajar Tanpa 
Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP DPP), dan pada tahun 2015 
memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 
Tabel 1.1 Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 s.d 
2014 
No. Tahun Opini 
1 2011 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 
2 2012 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 
3 2013 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 
4 2014 Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas 
(WTP DPP) 
5  Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 
Sumber: BPK RI, IHPS 1, 2016, lampiran D.1.1 
Berdasarkan hasil pemeriksaan atas seluruh LKPD tahun 2015 (533 LKPD), 
secara umum laporan keuangan pemerintah daerah mengalami peningkatan opini 
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan kenaikan opini 
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Tidak Wajar (TW) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP) menjadi Wajar Dengan 
Pengecualian (WDP) atau Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan opini Wajar Dengan 
Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Secara keseluruhan 
LKPD yang memperoleh opini WTP mengalami kenaikan yaitu dari 76% ke 85% 
pada pemerintah provinsi, 41% ke 55% pada pemerintah kabupaten, dan untuk 
pemerintah kota tertjadi peningkatan dari 60% ke 66%. Opini yang diberikan atas 
suatu laporan keuangan merupakan cerminan bagi kualitas pengelolaan dan penyajian 
atas suatu laporan keuangan. Adanya kenaikan opini atas LKPD disebabkan karena 
pemda telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK tahun 2014 dengan melakukan 
perbaikan atas kelemahan sistem pengendalian intern maupun ketidakpatuhan 
terhadap perundang-undangan sehingga akun-akun disajikan dan diungkapkan sesuai 
dengan SAP (BPK RI, 2016:81). Kenaikan opini atas LKPD ini juga menunjukkan 








WTP WDP TW TMP 
2011 
36 268 6 89 399 
9% 67% 2% 22% 100% 
2012 
72 256 6 67 401 
18% 64% 1% 17% 100% 
2013 
105 241 11 41 398 
26% 61% 3% 10% 100% 
2014 
169 188 4 18 379 
44% 50% 1% 5% 100% 
2015 
(Sem 1) 
312 187 4 30 533 
58% 35% 1% 6% 100% 
Sumber: BPK RI, IHPS 1, 2016 
Untuk menciptakan efektivitas pengelolaan keuangan yang baik diperlukan 
suatu sistem yang dapat mewujudkan hal tersebut berupa sistem pengendalian intern. 
Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan 
yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk 
memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan 
yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan 
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP No.60 Tahun 2008). Instansi 
pemerintah harus memiliki sistem pengendalian intern yang baik. Seringkali 
terjadinya berbagai kasus korupsi, penyelewengan keuangan negara, pemborosan 
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anggaran, inefisiensi organisasi dan kualitas laporan keuangan yang buruk salah satu 
penyebab utamanya adalah lemahnya sistem pengendalian intern. Organisasi yang 
semakin besar dan kompleks serta perkembangan pesat teknologi informasi yang 
pada satu sisi memberikan keuntungan tetapi pada sisi yang lain juga meningkatkan 
risiko pengendalian dan keamanan sehingga mutlak diperlukan sistem pengendalian 
yang andal (Mahmudi, 2016:251). 
Sistem pengendalian intern yang ada di lingkungan pemerintahan dikenal 
dengan sebutan sistem pengendalian intern pemerintah atau disingkat dengan SPIP. 
Berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara, dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan 
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, presiden selaku kepala pemerintahan 
mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan 
pemerintahan secara menyeluruh. Untuk menindaklanjuti peraturan tersebut, maka 
pada tanggal 28 Agustus 2008 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 
60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intenal Pemerintah (SPIP). Pengertian 
SPIP itu sendiri menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, SPIP adalah 
sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SPIP terdiri dari lima unsur yaitu 
lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan 
komunikasi, dan pemantauan. 
Berdasarkan IHPS 1 tahun 2016 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
ditemukan ada 6.150 kasus kelemahan sistem pengendalian intern. Permasalahan 
sistem pengendalian intern meliputi 2.353 (38,26%) kelemahan sistem pengendalian 
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akuntansi dan pelaporan, 2.450 (39,84%) kelemahan sistem pengendalian pelaksaan 
anggaran pendapatan dan belanja, dan 1.347 (21,90%) kelemahan struktur 
pengendalian intern. Secara umum permasalahan kelemahan sistem pengendalian 
intern banyak ditemukan dalam pengelolaan akun pendapatan dan belanja. 
Permasalahan ini terjadi karena pejabat/ pelaksana yang bertanggung jawab lalai dan 
tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal 
dalam melaksankan tugas dan tanggung, lemah dalam melakukan pengawasan dan 
pengendalian, kurang koordinasi antar pejabat terkait, belum membuat 
kebijakan/prosedur untuk suatu kegiatan operasional, serta belum menindaklanjuti 
rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tahun sebelumnya (IHPS 1 BPK RI, 2016:97). 
Tabel 1.3 Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah 
No. Kelemahan sistem pengendalian Intern Jumlah % 
1 




Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan 
anggaran pendapatan dan belanja 
2.450 39,84 
3 Kelemahan struktur pengendalian intern 1.347 21,90 
Jumlah 6.150 100 
Sumber: BPK RI, IHPS 1, 2016:lampiran D.1.3 
Tabel di atas menunjukkan masih terdapat kelemahan sistem pengendalian 
intern pemerintah yang berhubungan dengan efektivitas pengelolaan keuangan 
daerah. Untuk menghindari terjadinya kecurangan yang mungkin dilakukan atau 
mendeteksi kecurangan yang telah dilakukan maka diperlukan pengujian atas sistem 
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pengendalian intern oleh  Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) maupun 
pihak ekternal pemerintah. 
Penelitian mengenai sistem pengendalian intern pemerintah telah banyak 
dilakukan seperti penelitian yang dilakukan oleh Lamusu (2013) mengenai Pengaruh 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan 
Daerah pada DPPKAD Kabupaten Gorontalo, menghasilkan pengujian hipotesis yang 
menunjukkan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian lain yang 
dilakukan oleh Saleba (2014) mengenai Pengaruh Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan 
Keuangan Daerah, menghasilkan pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa 
sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap 
efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Pengaruh antara sistem pengendalian intern 
pemerintah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah bahwa semakin 
baik sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang diterapkan maka semakin 
terwujud pengelolaan keuangan daerah yang efektif. Dilihat dari distribusi frekuensi, 
sistem pengendalian intern pemerintah telah terlaksana dengan baik. Hasil dari 
pengujian hipotesis 2 juga menunjukkan pengaruh yang positif signifikan antara 
kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian berupa skripsi dengan judul Pengaruh Sistem Pengendalian Intern 




1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 
1. Apakah ada pengaruh lingkungan pengendalian terhadap efektivitas pengelolaan 
keuangan daerah? 
2. Apakah ada pengaruh penilaian risiko terhadap efektivitas pengelolaan keuangan 
daerah? 
3. Apakah ada pengaruh kegiatan pengendalian terhadap efektivitas pengelolaan 
keuangan daerah? 
4. Apakah ada pengaruh informasi dan komunikasi terhadap efektivitas pengelolaan 
keuangan daerah? 
5. Apakah ada pengaruh pemantauan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan 
daerah? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah penulis 
kemukaan adalah sebagai berikut: 
1. Untuk menguji pengaruh lingkungan pengendalian terhadap efektivitas 
pengelolaan keuangan daerah. 
2. Untuk menguji pengaruh penilaian risiko terhadap efektivitas pengelolaan 
keuangan daerah. 
3. Untuk menguji pengaruh kegiatan pengendalian terhadap efektivitas pengelolaan 
keuangan daerah. 
4. Untuk menguji pengaruh informasi dan komunikasi terhadap efektivitas 
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pengelolaan keuangan daerah. 
5. Untuk menguji pengaruh pemantauan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan 
daerah. 
1.4 Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian pengaruh sistem pengendalian intern terhadap 
efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah 
1. Manfaat Praktis 
a. Bagi pemerintah daerah dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya 
meningkaatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. 
b. Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan tentang sistem pengendalian 
intern pemerintah daerah. 
c. Bagi penelitian yang akan datang dapat digunakan sebagai informasi dan 
referensi peneliti-peneliti lain di masa yang akan datang yang tertarik pada 
bidang kajian ini, baik yang bersifat lanjutan, melengkapi maupun yang 
bersifat menyempurnakan. 
2. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menyumbangkan tambahan 
referensi pada akuntansi sektor publik tentang sistem pengendalian intern pemerintah 
khususnya tentang pengaruhnya terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. 
1.5 Batasan Penelitian 
Peneliti membatasi penelitian ini agar penelitian yang dilakukan dapat fokus 
dan terarah sesusai tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan pada Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Malang. Data yang 
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digunakan pada penelitian ini adalah IHPS 1 BPK RI dan data yang diperoleh dari 







2.1 Landasan Teori 
2.1.1 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
2.1.1.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
Definisi pengendalian intern menurut Comitee of Sponsoring Organization 
(COSO: 1994) adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, 
dan personil lainnya yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai 
dalam pencapaian efektifitas dan efisiensi operasional entitas, keandalan laporan 
keuangan dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 
Sedangkan definisi sistem pengendalian intern menurut Mahmudi 
(2016:252) adalah suatu proses pengendalian yang melekat pada tindakan dan 
kegiatan pimpinan organisasi beserta seluruh karyawan yang dilakukan bukan hanya 
bersifat incidental dan responsive atas kasus tertentu saja tetapi bersifat terus-
menerus. 
Sistem pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah sebagai berikut: 
Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan 
dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan 
seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas 
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, 
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan 
terhadap perundang-undangan. 
Dari beberapa pengertian pengendalian intern di atas, dapat disimpulkan 
pengendalian intern adalah sebuah sistem, kebijakan dan prosedur yang dibuat oleh 
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manajemen untuk memastikan bahwa organisasi dapat mencapai tujuannya. Tujuan 
yang dimaksud adalah keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum 
dan peraturan yang berlaku, serta efektivitas dan efiensi operasi. 
2.1.1.2 Tujuan Pengendalian Intern 
Menurut Mahmudi (2016:252) dalam buku Akuntansi Sektor Publik tujuan 
dibangunnya sistem pengendalian intern adalah untuk 
1. Melindungi aset negara baik aset fisik maupun data 
2. Memelihara catatan dan dokumen secara rinci dan akurat 
3. Menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan dan andal 
4. Memberikan jaminan yang memadai bahwa laporan keuangan pemerintah telah 
disusun sesaui dengan standar akuntansi yang berlaku (Standar Akuntansi 
Pemerintah/SAP) 
5. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi organisasi 
6. Menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku 
2.1.1.3 Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
Unsur Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)  sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 terdiri dari lima unsur yaitu: 
1.  Lingkungan pengendalian 
Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan 
pengendalian yang menimbulkan perilaku yang positif dan kondusif untuk 
penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, melalui: 
a. Penegakan integritas dan nilai etika; 
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b. Komitmen terhadap kompetensi; 
c. Kepemimpinan yang kondusif; 
d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; 
e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; 
f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber 
daya manusia; 
g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern yang efektif; dan 
h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait. 
2. Penilaian risiko 
Pimpinan instansi wajib melakukan penilaian risiko yang terdiri dari: 
a. Identifikasi risiko. 
Identifikasi risiko sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan:  
1) menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah 
dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;  
2) menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari 
faktor eksternal dan factor internal; dan  
3) menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko. 
b. Analisis risiko. 
Analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah 
diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah. Pimpinan 
instansi pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan 




Dalam rangka penilaian risiko pimpinan instansi pemerintah menetapkan: 
a. Tujuan instansi pemerintah, dan 
b. Tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan 
perundang-undangan. 
3. Kegiatan pengendalian 
Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian 
sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi 
Pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian membantu memastikan 
bahwa arahan pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian 
terdiri atas: 
a. Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan; 
b. Pembinaan sumber daya manusia; 
c. Pengendalian atas pengendalian sistem informasi; 
d. Pengendalian fisik atas aset; 
e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja; 
f. Pemisahan fungsi; 
g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; 
h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; 
i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; 
j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan 





4. Informasi dan komunikasi 
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan 
mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat secara efektif. 
Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan instansi pemerintah 
harus sekurang-kurangnya: 
a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi 
Bentuk dan sarana untuk mengkomunikasikan informasi penting antara lain 
berupa buku pedoman kebijakan dan prosedur, surat edaran, memorandum, 
papan pengumuman, situs internet dan intranet, rekaman video, e-mail, dan 
arahan lisan, termasuk pula tindakan pimpinan yang mendukung 
implementasi sistem pengendalian intern. 
b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus 
menerus. 
Dalam rangka mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem 
informasi, pimpinan instansi pemerintah perlu mempertimbangkan 
manajemen sistem informasi, mekanisme identifikasi kebutuhan informasi, 
perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, pemantauan mutu 
informasi, dan kecukupan sumber daya manusia dan keuangan untuk 
pengembangan teknologi informasi. 
5. Pemantauan 
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian 
Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan 
berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan 
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reviu lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan 
pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang 
terkait dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui 
penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektifitas Sistem Pengendalian Intern. 
Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau 
pihak eksternal pemerintah. Tindak lanjut rekomendasi audit dan reviu lainnya 
harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme 
penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan. 
 
 
Gambar 2.1 Unsur Sistem Pengendalian Intern 
Sumber: Mahmudi, 2016: 260 
2.1.1.4 Teori COSO 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
(COSO) menerbitkan Intern Control – Integrated Framework tahun 1994 yang 
mengemukakan bahwa pengendalian intern merupakan pengendalian kegiatan 
(operasional) perusahaan yang dilakukan pimpinan perusahaan untuk mencapai 
tujuan secara efisien, yang terdiri dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur 
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yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu dari operasi perusahaan. Committee 
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) mengenalkan 
bahwa terdapat 5 (lima) komponen kebijakan dan prosedur yang didesain dan 
diimplementasikan untuk memberikan jaminan bahwa tujuan pengendalian intern 
dapat dicapai. Kelima komponen pengendalian intern tersebut adalah: 
1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment). 
Komponen ini meliputi tindakan, kebijakan dan prosedur yang menggambarkan: 
a. Integritas dan nilai etika; 
b. komitmen terhadap kompetensi; 
c. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia; 
d. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab; 
e. Filosofi manajemen dan gaya operasi; 
f. Dewan direksi dan partisipasi komite audit; 
g. Struktur organisasi. 
2. Penilaian Risiko Manajemen (Management Risk Assessment). 
Perusahaan harus mewaspadai dan mengelola risiko yang dihadapinya. 
Perusahaan harus menetapkan tujuan, terintegrasi dengan penjualan, produksi, 
pemasaran, keuangan dan aktivitas-aktivitas lainnya sehingga organisasi 
beroperasi secara harmonis. Perusahaan juga harus menetapkan mekanisme untuk 
mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko-risiko terkait. 
3. Sistem Komunikasi dan Informasi Akuntansi (Accounting Information and 
Communication System). 
Komunikasi informasi tentang operasi pengendalian intern memberikan substansi 
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yang dapat digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi efektivitas kontrol 
dan untuk mengelola operasinya. Keakuratan dan ketepatan informasi dibutuhkan 
guna mengambil suatu keputusan. Selain itu, dengan sistem informasi dan 
komunikasi memungkinkan karyawan perusahaan mendapatkan dan menukar 
informasi yang diperlukan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan 
operasinya. 
4. Aktivitas Pengendalian (Control Activities). 
Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu 
meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan diambil untuk menghadapi risiko-
risiko yang terkait dalam mencapai tujuan satuan usaha (entitas). 
5. Pemantauan (Monitoring). 
Keseluruhan proses harus dimonitor, dan dibuat perubahan bila diperlukan. 
Dengan cara ini, sistem dapat bereaksi secara dinamis, berubah seiring dengan 
perubahan kondisi. 
2.1.2 Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah 
2.1.2.1 Pengertian Efektivitas  
Pengertian efektivitas secara umum adalah tercapainya hasil yang sudah 
ditetapkan. Untuk pemerintah daerah dikatakan efektif apabila tujuan dari pemerintah 
daerah tersebut tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan. Pengertian 
efektivitas tersebut sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
pasal 4 ayat 4 yaitu pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, 
yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Menurut mardiasmo 
(2002:134) definisi efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi 
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mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi telah mencapai tujuan tersebut 
dikatakan telah berjalan efektif. 
Menurut John dan Pendlebury yang dikutip oleh Halim (2004:164) 
“efektivitas adalah suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam 
mencapai tujuan”. 
Berdasarkan beberapa pendapat tentang efektivitas, maka dapat disimpulkan 
bahwa efektivitas adalah perbandingan antara output (keluaran) dengan tujuan. 
Efektivitas merupakan keberhasilan yang dapat diukur atau nilai yang menunjukkan 
kinerja dari suatu manajemen yang diterapkan untuk mencapai tujuan. Efektivitas 
lebih berfokus pada keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan. 
2.1.2.2 Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 1 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah mendefinisikan pengertian keuangan daerah adalah sebagai berikut 
“keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di 
dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban 
daerah tersebut”. 
Pengertian pengelolaan keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah 
Pasal 1 Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah sebagai 
berikut “keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah”. 
Menurut Halim (2011:2) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan Negara dan 
daerah dalam arti manajemen keuangan negara dan daerah pada hakikatnya adalah 
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pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan yang lebih 
dikenal dengan APBN dan APBD.  APBN dan APBD merupakan wujud pengelolaan 
keuangan negara dan daerah yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang (dan 
peraturan daerah).  
Dari pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengelolaan 
keuangan daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang 
meliputi penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, 
dan pengawasannya, termasuk juga perubahan atas APBD tersebut. Pengelolaan 
keuangan daerah dijalankan berdasarkan peraturan daerah. 
2.1.2.3 Pengertian Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah 
Dari definisi tentang efektifitas yaitu tercapainya target yang telah 
ditetapkan, maka efektivitas pengelolaan keuangan daerah dapat diartikan tercapainya 
tujuan dari pengelolaan keuangan daerah antara lain tanggung jawab, mampu 
memenuhi kewajiban keuangan, kujujuran, hasil guna dan kegiatan yang efektif dan 
efisien, dan pengendalian.  
2.1.2.4 Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah 
Halim (2004:84) mengemukaan tujuan pengelolaan keuangan daerah adalah 
sebagai berikut: 
1. Tanggung jawab (accountability), pemerintah daerah harus 
memertanggungjawabkan tugas keuangannya kepada lembaga atau orang yang 
berkepentingan yang sah. Undang-undang dan peraturan pemerintah menjadi 
acuan dalam pengelolaan keuangan daerah yang diterbitkan atas dasar pemikiran 
adanya keinginan untuk mengelola keuangan negara dan daerah secara efektif dan 
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efisien. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang 
terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan 
peraturan daerah. Peraturan tersebut memuat berbagai kebijakan terkait dengan 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan 
daerah. 
2. Mampu memenuhi kewajiban keuangan, keuangan daerah harus ditata dan 
dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi ikatan keuangan, baik jangka 
pendek maupun jangka panjang. 
3. Kejujuran, urusan keuangan harus diserahkan pada pegawai yang jujur dan 
kesempatan untuk berbuat curang diperkecil. 
4. Hasil guna dan kegiatan efisien dan efektif, program dapat direncanakan dan 
dilaksanakan dengan biaya yang rendah dan dalam waktu yang singkat. 
5. Pengendalian, aparat pengawasan harus melakukan pengendalian agar tujuan 
dapat tercapai. 
Tujuan pengelolaan keuangan daerah menjelaskan bahwa setiap transaksi 
keuangan harus berpangkal pada wewenang hukum tertentu serta pengawasan dengan 
menggunakan tata cara yang efektif untuk menjaga kekayaan uang dan barang, 
mencegah penyelewengan, dan memastikan semua pendapatan yang sah benar-benar 
terpungut, jelas sumbernya, dan tepat penggunaannya. Pemerintah daerah harus 
mengurus keuangan secara memadai, sehingga memungkinkan program dapat 
direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. Pemerintah daerah mengusahakan 
mendapat informasi yang diperlukan untuk memantau pelaksanaan penerimaan dan 
pengeluaran untuk kemudian dibandingkan dengan rencana dan sasaran. 
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2.1.2.5 Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah 
Keuangan daerah dikelola dengan azas tertentu, azas umum pengelolaan 
keuangan daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
yaitu: 
1. Tertib 
Keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung 
dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. 
2. Taat pada peraturan perundang-undangan 
Keuangan daerah dikelola dengan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan. 
3. Efektif 
Pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara 
membandingkan keluaran dengan hasil 
4. Efisien 
Pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan 
masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. 
5. Ekonomis 
Pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga 
terendah. 
6. Transparan 
Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan 




7. Bertanggung jawab 
Perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan 
dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan 
kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 
8. Keadilan 
Keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan atau keseimbangan 
distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif. 
9. Kepatuhan 
Tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional. 
10. Manfaat 
Keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. 
2.2 Penelitian Terdahulu 
Tinjauan empirik pada penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sangat 
penting untuk diungkapkan karena dapat dipakai sebagai sumber informasi dan bahan 
acuan yang sangat berguna bagi penulis. Penelitian sebelumnya yang dilakukan baik 
mengenai sistem pengendalian intern pemerintah maupun efektivitas pengelolaan 
keuangan daerah. Sebagai acuan dari penelitian ini dapat disebutkan beberapa hasil 
penelitian terdahulu antara lain yaitu: 
1. Pada tahun 2013 Lamusu dan Simanungkalit meneliti tentang Pengaruh Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan 
Daerah Pada DPPKAD Kabupaten Gorontalo. Populasi dalam penelitian ini 
seluruh pegawai DPPKAD kabupaten Gorontalo yang berjumlah 83 orang 
sedangkan sampel berjumlah 69 orang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 
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sistem pengendalian intern yang ada saat ini sudah sangat baik, demikian pula 
untuk efektivitas pengelolaan keuangan daerah sudah relatif baik, serta terdapat 
pengaruh positif signifikan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap 
efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada DPPKAD Kabupaten Gorontalo 
2. Zalni (2013) melakukan penelitian tentang Pengaruh Komitmen Karyawan Dan 
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada DPKD Kota Di Sumatera Barat). Sampel 
dalam penelitian tersebut adalah pegawai DPKD yang terdiri dari kepala sub 
bagian dan staf keuangan. Hasil penelitiannya menunjukkan komitmen karyawan 
dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif 
signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah pada kantor Dinas Pengelolaan 
Keuangan Daerah (DPKD) Kota di Sumatera Barat. 
3. Saleba (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah dan Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap 
Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Penelitian ini menggunakan metode 
purposive sampling. Sampel penelitian ini adalah kepala sub bagian keuangan dan 
staf pegawai keuangan yang berada di 6 (enam) dinas daerah dan bagian 
keuangan Setda Kota Baubau. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan 
terdapat pengaruh yang signifikan antara sistem pengendalian intern pemerintah 
dengan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan terdapat pengaruh yang 
signifikan antara kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas 
pengelolaan keuangan daerah. 
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2.3 Kerangka Penelitian 
Penelitian ini akan melakukan analisis pengaruh sistem pengendalian intern 
pemerintah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Proses pengelolaan 
keuangan daerah harus dikelola hingga menghasilkan pengelolaan keuangan yang 
efektif. Terdapat enam komponen dari sistem pengendalian intern pemerintah sebagai 
variabel yang diukur untuk mengetahui pengaruhnya terhadap efektivitas pengelolaan 




     
 
                                     
Gambar 2.2 Model Penelitian 
2.4 Hipotesis 
Menurut Arikunto (2013:110), hipotesis dapat diartikan sebagai suatu 














melalui data yang terkumpul. 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah Pasal 2 Ayat 1 menyatakan bahwa “untuk mencapai pengelolaan 
keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan 
lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas 
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan”, dilanjutkan dengan Ayat 2 yang 
menyatakan bahwa “pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksankan dengan berpedoman pada SPIP 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerentah ini”. Terdapat lima unsur SPIP 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yaitu: 
lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan 
komunikasi, dan pemantauan.  
2.4.1 Pengaruh Lingkungan Pengendalian Terhadap Efektivitas Pengelolaan 
Keuangan Daerah  
Lingkungan pengendalian merupakan pengendalian yang mempengaruhi 
keseluruhan organisasi dan menjadi “atmosfir” individu organisasi di dalam 
melakukan aktivitas dan melaksanakan tanggung jawab atas pengendalian yang 
menjadi bagiannya. Dengan kata lain, lingkungan pengendalian merupakan pondasi 
dasar yang mendasari suatu sistem pengendalian intern pemerintah. Apabila 
lingkungan pengendalian menunjukkan kondisi yang baik maka dapat memberi 
pengaruh yang cukup baik bagi suatu organisasi, namun sebaliknya, apabila 
lingkungan pengendalian jelek, mengindikasikan bahwa organisasi tersebut tidak 
sehat (Tony, 2008:5). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 4 
29 
 
juga disebutkan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan 
memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan 
kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya. 
Lingkungan pengendalian merupakan dasar dari sistem pengendalian intern. 
Apabila pemimpin dan seluruh individu dalam organisasi dapat menciptakan dan 
menjaga lingkungan pengendalian yang baik, maka organisasi tersebut dapat berjalan 
dengan baik dan bisa mencapai tujuannya. Rizaldi dan Yurniwati (2015) dalam 
penelitiannya menemukan bahwa penciptaan lingkungan pengendalian yang positif 
dan kondusif akan memberikan kontribusi besar bagi tegaknya SPIP yang pada 
akhirnya memberikan jaminan akuntabilitas bagi stakeholder pemerintah daerah 
bahwa good government  telah dilaksanakan di pemerintah daerah tersebut. 
Berdasarkan uraian ringkas diatas maka rumusan hipotesis 1 (H1) yaitu: 
H1 : Lingkungan pengendalian berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan 
keuangan daerah. 
2.4.2 Pengaruh Penilaian Risiko Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan 
Daerah 
Penilaian risiko terkait dengan aktivitas bagaimana entitas 
mengidentifikasikan dan mengelola risiko sehingga entitas dapat meminimalisasi 
terjadinya kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi. Melalui proses penilaian 
risiko ini, maka setiap entitas dapat mengantisipasi setiap kejadian yang dapat 
menghambat pencapaian tujuan organisasi secara optimal (Tony, 2008:6). Menurut 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 poin satu, pimpinan instansi pemerintah 
wajib melakukan penilaian risiko. Poin 2 menjelaskan penilaian  risiko yang 
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dimaksud terdiri dari identifikasi risiko dan analisi risiko 
Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi 
unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Dengan adanya penilaian risiko, 
maka dapat membantu pemerintah untuk mencapai tujuannya. Penelitian yang 
dilakukan oleh Herawati (2014) mendapatkan hasil bahwa penilaian risiko secara 
langsung menentukan perubahan-perubahan kualitas laporan keuangan pemerintah 
daerah sebesar 4% dan secara tidak langsung yang melalui hubungannya dengan 
lingkungan pengendalian, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan 
pemantauan sebesar 9.678%. Dari uraian ringkas di atas maka rumusan hipotesis 2 
(H2) yaitu: 
H2   : Penilaian risiko berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. 
2.4.3 Pengaruh Kegiatan Pengendalian Terhadap Efektivitas Pengelolaan 
Keuangan Daerah 
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Kegiatan 
pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dapat membantu 
memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan Instansi Pemerintah untuk mengurangi 
risiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian risiko. Pasal 18 dari PP 
Nomor 60 Tahun 2008 menjelaskan bahwa pemimpin instansi pemerintah wajib 
menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan 
sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Aktifitas 
pengendalian meliputi seluruh tingkatan dan fungsi organisasi yang tercermin dari 
adanya persetujuan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, review atas kinerja, keamanan 
aset dan pemisahan fungsi (Tony, 2008:6).  
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Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pemimpin 
instansi pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif 
dalam pencapaian tujuan organisasi (Mahmudi, 2016:256). Tahir (2015) dalam 
penelitiannya membuktikan secara empiris bahwa kegiatan pengendalian berpengaruh 
signifikan dan positif terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga. Dari 
uraian ringkas di atas maka rumusan hipotesis 3 (H3) yaitu: 
H3  :  Kegiatan pengendalian berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan 
daerah. 
2.4.4 Pengaruh Informasi dan Komunikasi Terhadap Efektivitas Pengelolaan 
Keuangan Daerah 
Informasi dan komunikasi pada dasarnya merupakan pendukung dari 
elemen sistem pengendalian intern lainnya. Inti dari infomasi dan komunikasi adalah 
menejemen dan karyawan dapat memperoleh informasi dan dapat berkomunikasi 
dengan atasan dan atau rekan kerjanya yang memungkinkan mereka memahami tugas 
dan tanggungjawab pengendalian secara baik (Mahmudi, 2016:257). Dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 41 dijelaskan bahwa pimpinan instansi 
pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi 
dalam bentuk dan waktu yang tepat. 
Dengan adanya informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi 
keuangan maupun nonkeuangan dan dikomunikasikan dengan baik kepada pihak 
yang memerlukan maka dapat membantu instansi pemerintah untuk melaksanakan 
pengendalian intern dan tanggung jawab sosial dengan baik. Penelitian yang 
dilakukan oleh Irawan (2016) menemukan bahwa  informasi dan komunikasi tidak 
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berpengaruh positif terhadap opini laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh 
Tarmizi (2016) juga memperoleh hasil bahwa informasi dan komunikasi yang 
diterapkan di SKPD Kota Padang berpengaruh negatif terhadap pencegahan fraud. 
Dari uraian ringkas di atas maka rumusan hipotesis 4 (H4) yaitu: 
H4 : Informasi dan komunikasi berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan 
keuangan daerah. 
2.4.5 Pengaruh Pemantauan Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan 
Daerah 
Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan 
memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segera 
ditindaklanjuti (Mahmudi, 2016:257). Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 
Pasal 43 menjelaskan bahwa pemimpin instansi pemerintah wajib melakukan 
pemantauan sistem pengendalian intern. Poin dua pada pasal tersebut menjelaskan 
bahwa pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan 
berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu 
lainnya. 
Dengan melakukan pemantauan sistem pengendalian intern secara efektif 
dapat membantu instansi pemerintah berjalan sesuai aturan yang berlaku. Tindak 
lanjut rekomendasi dan reviu juga membantu pemerintah untuk memperbaiki 
kelemahan sistem pengendalian intern yang ditemukan. Adam dan Suzan (2015) 
dalam penelitiannya memperoleh hasil pemantauan berpengaruh signifikan dengan 
arah negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Dari uraian ringkas di 
atas maka rumusan hipotesis 5 (H5) yaitu: 
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H5 : Pemantauan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap efektivitas 







3.1 Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kuantitatif, yang bertujuan untuk menguji hubungan sebab-akibat antar variabel yang 
diteliti. Penelitian ini menggunakan horizon waktu cross-sectional di mana data hanya 
dikumpulkan sekali selama penelitian berlangsung. Metode yang digunakan yaitu 
metode survei terhadap responden. 
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Malang. Waktu penelitian adalah pada bulan April - Mei tahun 2017. 
3.3 Populasi dan Sampel 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2014:61). Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh pegawai yang berada di lingkungan Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang yang berjumlah 112 orang. 
Menurut Sugiyono (2014:62) sampel diartikan sebagai bagian dari jumlah 
dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jumlah sampel dalam 
penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat 









n = Jumlah sampel 
N = Jumlah Populasi 
d = Taraf kesalahan 5%  
Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus di atas diperoleh sampel 
berjumlah 88. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random 
sampling. 
3.4 Jenis dan Sumber Data 
2.4.1 Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa 
nilai dari jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan-pertanyaan 
yang ada dalam kuesioner. 
3.4.2 Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer 
merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya tanpa 
melalui perantara. Data primer penelitian ini diperoleh dengan menggunakan 
kuesioner yang dibagikan kepada responden pada lokasi penelitian yang telah 
ditetapkan. 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini 
menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang 
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digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 
pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2013:194). Kuesioner yang 
digunakan merupakan kuesioner yang diambil dan telah dimodifikasi dari beberapa 
peneliti sebelumnya yang terdiri atas dua bagian pertanyaan. Bagian pertama yaitu 
untuk mengukur sistem pengendalian intern pemerintah yang diadaptasi dari Zalni 
(2013). Bagian kedua yaitu efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang diadaptasi 
dari Saleba (2014). Modifikasi yang dilakukan yaitu menambahkan beberapa item 
pertanyaan untuk dapat mengukur pengaruh unsur-unsur dari sistem pengendalian 
terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Alasan peneliti menggunakan 
kuesioner dari penelitian sebelumnya karena kuesioner-kuesioner tersebut sesuai 
dengan tujuan pada penelitian ini. 
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 
3.6.1 Variabel Penelitian 
Penelitian ini menggunakan dua variabel, yakni: 
1. Variabel Bebas atau Independent Variable (X) yaitu variabel yang mempengaruhi 
atau yang menjadi penyebab berubahnya atau timbulnya variabel dependen 
(Sugiyono, 2014:4). Dalam penelitian ini yang menjadi  variabel independen 
yaitu sistem pengendalian intern pemerintah (X). 
a. Lingkungan pengendalian (X1) 
Merupakan kondisi di dalam Instansi Pemerintah yang dapat mempengaruhi 
efektivitas pengendalian intern. Terkait dengan penyelenggaraan SPIP, 
pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan 
pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif dalam 
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implementasi sistem pengendalian intern pada lingkungan kerjanya. 
b. Penilaian Risiko (X2) 
Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang 
mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Pengendalian 
intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi 
baik dari luar maupun dari dalam yang terdiri dari identifikasi risiko dan 
analisis risiko. 
c. Kegiatan Pengendalian (X3) 
Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi 
risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk 
memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara 
efektif. Unsur ini menekankan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib 
menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, 
kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang 
bersangkutan. Kegiatan pengendalian juga membantu memastikan bahwa 
arahan pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. 
d. Informasi dan Komunikasi (X4) 
Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk 
pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi 
Instansi Pemerintah. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian 
pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik 
secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. 
Dalam hal ini pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, 
38 
 
dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. 
Berkaitan dengan pengkomunikasian informasi, wajib diselenggarakan secara 
efektif. 
e. Pemantauan (X5) 
Pemantauan pengendalian intern pada dasarnya dilakukan untuk memastikan 
apakah sistem pengendalian intern pada suatu instansi pemerintah telah 
berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang 
perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan. Pimpinan 
instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian intern. 
2. Variabel Terikat atau Dependent Variable (Y) yaitu variabel ayng dipengaruhi 
atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2014:4). 
Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu efektivitas pengelolaan keuangan 
daerah (Y). 
3.6.2 sfss 
3.6.2 Definisi Operasional 
Sistem pengendalian intern pemerintah adalah proses untuk memberikan 
keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Penentuan konstrak 
(indikator) dari variabel independen menggunakan unsur-unsur sistem pengendalian 
intern pemerintah yang diperoleh dari Peraturan Pementintah Nomor 60 Tahun 2008 
tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah. Adapun definisi operasional Variabel 











a. Penegakan integritas dan nilai etika 
b. Komitmen terhadap kompetensi 
c. Kepemimpinan yang kondusif 
d. Struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan 
e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab 
f. Kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM 
g. Peran aparat pengawasan yang efektif 
h. Hubungan kerja yang baik 
2. Penilaian Risiko 
(X2) 
a. Identifikasi Risiko 
b.  Analisis Risiko 
3. Kegiatan 
Pengendalian (X3) 
a. Reviu kinerja instansi pemerintah 
b. Pembinaan SDM 
c. Pengendalian pengelolaan sistem informasi 
d. Pengendalian fisik atas aset 
e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran 
kinerja 
f. Pemisahan fungsi 
g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting 
h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas 
transaksi dan kejadian 
i. Pembatasan akses atas sumber daya dan 
pencatatannya 
j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan 
pencatatannya 
k. Dokumentasi sistem pengendalian intern serta 
transaksi dan kejadian penting 
4. Informasi dan 
Komunikasi (X4) 
a. Pengelolaan, pengembangan, dan pembaharuan 
sistem informasi  
b. Penyelengggaraan komunikasi atas informasi secara 
efektif 
5. Pemantauan (X5) a. Pemantauan berkelanjutan 
b. Evaluasi terpisah 
c. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu 
lainnya 
Sumber: PP No.60 Tahun 2008 
 
Efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Y) adalah keberhasilan 
pengelolaan keuangan daerah agar mencapai tujuannya. Penentuan konstrak 
(indikator) dari variabel dependen diperoleh dari Halim (2004:84) yaitu tujuan 
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pengelolaan keuangan daerah. Karena tujuan dari pengelolaan keuangan daerah 
bersifat tidak berwujud dan masih bersifat kualitatif maka perlu dilakukan definisi 
operasional. Adapun definisi operasional Variabel X dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 







a. Pemerintah Daerah memertanggungjawabkan 
keuangannya kepada lembaga/orang yang 
berkepentingan sah 
b. Unsur-unsur penting dalam tanggungjawab 





a. Keuangan daerah harus ditata sedemikian 
rupa sehingga mampu melunasi semua ikatan 
keuangan, jangka pendek maupun jangka 
panjang 
3. Kejujuran a. Urusan keuangan harus diserahkan pada pegawai 
yang jujur 
b. Kesempatan berbuat kecurangan diperkecil 
4. Hasil guna dan 
kegiatan efisien 
dan efektif 
Keuangan daerah harus ditata sedemikian rupa 
sehingga memungkinkan program dapat 
direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai 
tujuan pemerintah daerah dengan biaya yang 
serendah-rendahnya dan dalam waktu yang 
secepat-cepatnya. 
5. Pengendalian a. Petugas keuangan pemerintah daerah harus 
melakukan pengendalian agar semua tujuan 
tersebut dapat tercapai 
b. Petugas keuangan daerah harus mengusahakan 
mendapat informasi yang diperlukan untuk 
memantau pelaksanaan penerimaan dan 
pengeluaran untuk kemudian dibandingkan 
dengan rencana dan sasaran 
Sumber: Halim (2004:84) 
3.7 Instrumen Penelitian 
Instrument penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner. 
Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh 
informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia 
41 
 
ketahui (Arikunto, 2013:194). Kuesioner berisi pernyataan-pernyataan yang akan 
dinilai oleh sampel sehingga dapat membantu peneliti untuk mengetahui pengaruh 
sistem pengendalian intern pemerintah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan 
daerah. 
3.7.1 Skala Pengukuran 
Menurut Ghozali (2016:3), pengukuran adalah proses hal mana suatu angka 
atau symbol dilekatkan pada karakteristik atau property suatu stimuli sesuai dengan 
aturan atau prosedur yang telah ditetapkan.  
Penyusunan kuesioner pada penelitian ini menggunakan teknik skala Likert 
dengan 5 poin yaitu: (1) tidak pernah, (2) pernah, (3) kadang-kadang, (4) sering, dan 
(5) selalu. 
3.7.2 Uji Kualitas Data 
Data yang diperoleh melalui penelitian harus mempunyai kriteria tertentu 
yaitu harus valid dan reliabel. Data penelitian tidak akan berguna jika instrumen yang 
dipakai untuk mengumpulkan data penelitian tidak memilik reliability (tingkat 
keandalan) dan validity (tingkat keabsahan) yang tinggi. Untuk menguji validitas dan 
realibilitas dalam penelitian ini, peneliti menggunakan aplikasi statistik Statistical 
Package for Social Science (SPSS) versi 13. 
3.7.2.1 Uji Validitas 
Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi 
sesungguhnya pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. 
Dengan demikian data yang valid adalah data ‘yang tidak berbeda’ antara data yang 
dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian 
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(Sugiyono, 2013:267). Pengujian validitas dilakukan dengan cara menghitung 
korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan skor total dengan menggunakan 
metode Product Moment Pearson Correlation. Data dinyatakan valid jika nila r-hitung 
yang merupakan nilai dari Corrected Item-Total Correlation > r-tabel pada 
signifikansi 0.05 (5%). 
3.7.2.2 Uji Reliabilitas 
Reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau 
temuan. Dalam pandangan positivistik (kuantitatif), suatu data dinyatakan reliabel 
apabila dua atau lebih peneliti dalam objek yang sama menghasilkan data yang sama, 
atau peneliti sama dalam waktu berbeda menghasilkan data yang sama, atau 
sekelompok data bila dipecah menjadi dua menunjukan data yang tidak berbeda 
(Sugiyono, 2013:268). Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji apakah kuesioner 
dapat memberikan ukuran yang konstan atau tidak. Pada penelitian ini pengujian 
reliabilitas instrumen dilakukan dengan menggunakan cronbach’s alpha. Syarat 
minimum yang dianggap memenuhi syarat adalah jika koefisien alpha cronbach’s 
yang didapat 0,6. Jika koefisien yang didapat kurang dari 0,6 maka instrumen 
penelitian tersebut dinyatakan tidak reliabel. 
3.8 Teknik Analisis Data 
3.8.1 Uji Asumsi Klasik 
3.8.1.1 Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 
pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2016:154). Pengujian 
normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan juga 
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analisis grafik normal probability plot. Uji kolmogorov-Smirnov dilakuan dengan 
membuat hipotesis: 
H0 : Data residual berdistribusi normal 
Ha : Data residual berdistribusi tidak normal 
Untuk normal probability plot, menurut Ghazali (2016:156) dasar 
pengambilan keputusan untuk uji normalitas data adalah: 
a) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal 
atau grafik histogramnya menunjukkan distribusi normal, maka model regresi 
memenuhi asumsi normalitas. 
b) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis 
diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan distribusi normal, maka 
model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 
3.8.1.2 Uji Multikolonieritas 
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2016:103). 
Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel 
independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini 
tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi 
antar sesama variabel independen sama dengan nol. 
Multikolonierits dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya yaitu 
variance inflation factor. Cara pengujiannya adalah dengan membandingkan nilai 
tolerance yang didapat dari perhitungan regresi berganda, apabila nilai tolerance < 
0,1 maka terjadi multikolinearitas. Uji multikolinearitas dapat pula dilakukan dengan 
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cara membandingkan nilai VIF (Variance Inflation Factor) dengan angka 10. Jika 
nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas. 
3.8.1.3 Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 
terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain, 
Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut 
homoskesdastisitas dan jika berbeda disebut heteroskesdatisitas (Ghozali, 2016:134).  
Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan 
melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik Scatterplot antara SRESID dan 
ZPRED, di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah 
residual (Y prediksi – Y sesungguhnya). Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik 
menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 
heteroskedastisitas. 
3.8.2 Uji Hipotesis 
3.8.2.1 Analisis Regresi Linear Berganda 
Untuk menganalis hipotesis pada penelitian ini menggunakan bantuan 
program SPSS. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebesar 0,05 (5%). Model yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah model 
regresi linear berganda. Penggunaan teknik ini karena dalam penelitian ini 
menggunakan satu variabel dependen (efektivitas pengelolaan keuangan daerah) dan 
lima variabel independen (lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan 
pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan). Untuk menguji pengaruh 
sistem pengendalian intern pemerintah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan 
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digunakan model persamaan sebagai berikut: 
Y = a + b1X1+ b2X2+ b3X3+ b4X4+ b5X5 
Keterangan: 
Y = Subjek dalam variabel dependen yang diprediksi (efektivitas pengelolaan 
keuangan daerah) 
a = konstanta 
b1 = koefisien regresi untuk variabel lingkungan pengendalian 
X1 = lingkungan pengendalian 
b2 = koefisien regresi untuk variabel analisis risiko 
X2 = penilaian risiko 
b3 = koefisien regresi untuk variabel kegiatan pengendalian  
X3 = kegiatan pengendalian 
b4 = koefisien regresi untuk variabel informasi dan komunikasi 
X4 = informasi dan komunikasi 
b5 = koefisien regresi untuk variabel pemantauan 
X5 =  pemantauan 
3.8.2.2 Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 
determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan 
variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat 
terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan 
hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 
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dependen (Ghozali, 2016:95). 
3.8.2.3 Uji Signifikan Simultan (Uji – F) 
Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel 
independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. 
Pengujian simultan ini menggunakan uji F, yaitu dengan membandingkan antara nilai 
signifikan F dengan nilai signifikan yang digunakan yaitu 0,05. Jika H0 : 
b1=b2=b3=0, maka variabel lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan 
pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan secara bersama-sama tidak 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap efektifitas pengelolaan keuangan 
daerah. Sebaliknya, jika Ha : b1≠b2≠b3≠0 maka variabel lingkungan pengendalian, 
penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan 
secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap efektifitas 
pengelolaan keuangan daerah. 
Kriteria pengambilan keputusan : 
Ho diterima jika F hitung< F tabel 
Ha diterima jika F hitung> F tabel 
3.8.2.4 Uji Signifikan Parsial (Uji – t) 
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 
variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 
dependen (Ghozali, 2016:97). Jika H0 : β1 = 0  maka tidak ada pengaruh yang 
signifikan dari suatu variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y), 
sebaliknya jika Ha : β0 ≠ 0 maka ada pengaruh yang signifikan dari variabel 





4.1 Gambaran Umum Responden 
Responden dalam penelitian ini adalah pegawai/staf yang berada di 
lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang. 
Pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh dengan cara menyebar kuesioner 
langsung kepada pegawai/staf yang berada di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Malang. Proses penyebaran kuesioner dilakukan pada tanggal 11 
Mei 2017 dan pengumpulan kuesioner dilakukan pada tanggal 17 Mei 2017. Dari 88 
kuesioner yang disebar, seluruhnya diterima kembali. Dari 88 keusioner yang disebar, 
tidak terdapat keusioner yang cacat sehingga jumlah keusioner yang dapat diolah 
lebih lanjut yaitu sebanyak 88 kuesioner. 
 Dari keusioner yang disebar, diperoleh gambaran umum tentang 
karakteristik responden sebagai berikut: 
4.1.1 Jenis Kelamin 
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh gambaran tentang jenis kelamin 
responden yang dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut: 
Tabel 4.1 Jenis Kelamin Responden 
Jenis Kelamin Jumlah Persentase 
Laki-laki 36 40.9% 
Perempuan 52 59.1% 
Jumlah 88 100% 




4.1.2 Tingkat Pendidikan 
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh gambaran tentang tingkat pendidikan 
responden yang dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut: 
Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Responden 
Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase 
SLTA/Sederajat 24 27.3% 
D3 11 12.5% 
S1 49 55.7% 
S2 4 4.5% 
Jumlah 88 100% 
 Sumber: Data primer, diolah 2017 
4.1.3 Pelatihan Keuangan 
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh gambaran tentang pelatihan 
keuangan yang pernah diikuti responden yang dapat dilihat pada Tabel 4.3 sebagai 
berikut: 
Tabel 4.3 Pelatihan Keuangan 
Pelatihan Keuangan Jumlah Persentase 
Tidak Pernah 13 14.8% 
Pernah 57 64.8% 
Sering 16 18.2% 
Sangat Sering 2 2.2% 
Jumlah 88 100% 
 Sumber: Data primer, diolah 2017 
4.2 Gambaran Variabel Yang Diteliti 
1. Distribusi Frekuensi Variabel sistem pengendalian intern pemerintah (X) 
Variabel sistem pengendalian intern pemerintah terdapat dua puluh tiga 
indikator pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk dijawab. Jawaban 




Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Variabel sistem pengendalian intern pemerintah(X) 
Item 
5 4 3 2 1 Jumlah Rata-
rata f % f % f % f % f % Jumlah % 
X1 29 32.95 56 63.64 3 3.41 0 0.00 0 0.00 88 100 4.30 
X2 30 34.09 54 61.36 4 4.55 0 0.00 0 0.00 88 100 4.30 
X3 36 40.91 50 56.82 1 1.14 1 1.14 0 0.00 88 100 4.38 
X4 39 44.32 47 53.41 2 2.27 0 0.00 0 0.00 88 100 4.42 
X5 35 39.77 50 56.82 2 2.27 1 1.14 0 0.00 88 100 4.35 
X6 33 37.50 51 57.95 3 3.41 1 1.14 0 0.00 88 100 4.32 
X7 31 35.23 53 60.23 3 3.41 1 1.14 0 0.00 88 100 4.30 
X8 30 34.09 55 62.50 2 2.27 1 1.14 0 0.00 88 100 4.30 
X9 40 45.45 44 50.00 3 3.41 1 1.14 0 0.00 88 100 4.40 
X10 34 38.64 48 54.55 5 5.68 1 1.14 0 0.00 88 100 4.31 
X11 30 34.09 50 56.82 6 6.82 2 2.27 0 0.00 88 100 4.23 
X12 27 30.68 48 54.55 6 6.82 7 7.95 0 0.00 88 100 4.08 
X13 33 37.50 45 51.14 8 9.09 2 2.27 0 0.00 88 100 4.24 
X14 29 32.95 55 62.50 3 3.41 1 1.14 0 0.00 88 100 4.27 
X15 30 34.09 50 56.82 6 6.82 2 2.27 0 0.00 88 100 4.23 
X16 27 30.68 51 57.95 9 10.23 0 0.00 1 1.14 88 100 4.17 
X17 23 26.14 59 67.05 5 5.68 1 1.14 0 0.00 88 100 4.18 
X18 38 43.18 41 46.59 9 10.23 0 0.00 0 0.00 88 100 4.33 
X19 22 25.00 58 65.91 7 7.95 1 1.14 0 0.00 88 100 4.15 
X20 16 18.18 64 72.73 8 9.09 0 0.00 0 0.00 88 100 4.09 
X21 23 26.14 59 67.05 6 6.82 0 0.00 0 0.00 88 100 4.19 
X22 21 23.86 64 72.73 2 2.27 1 1.14 0 0.00 88 100 4.19 
X23 29 32.95 55 62.50 4 4.55 0 0.00 0 0.00 88 100 4.28 
    4.26 
 Sumber : data primer, diolah 2017 
Dari Tabel 4.4 diatas, arti angka (skor) 5,4,3,2, dan 1 adalah sebagai berikut : 
   5 : Selalu 
   4 : Sering 
   3 : Kadang-kadang 
   2. : Pernah 




2. Distribusi Frekuensi Variabel Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah(Y) 
Dalam variabel efektivitas pengelolaan keuangan daerah terdapat sepuluh 
item pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden 
dapat dilihat pada Tabel 4.5 : 
Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Variabel Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) 
Item 
5 4 3 2 1 Jumlah 
Rata-rata 
f % f % f % f % f % Jumlah % 
Y1 39 44.32 47 53.41 2 2.27 0 0.00 0 0.00 88 100 4.42 
Y2 29 32.95 56 63.64 2 2.27 1 1.14 0 0.00 88 100 4.28 
Y3 32 36.36 49 55.68 6 6.82 1 1.14 0 0.00 88 100 4.27 
Y4 31 35.23 53 60.23 1 1.14 3 3.41 0 0.00 88 100 4.27 
Y5 34 38.64 49 55.68 4 4.55 1 1.14 0 0.00 88 100 4.32 
Y6 34 38.64 50 56.82 3 3.41 1 1.14 0 0.00 88 100 4.33 
Y7 26 29.55 58 65.91 4 4.55 0 0.00 0 0.00 88 100 4.25 
Y8 32 36.36 50 56.82 3 3.41 3 3.41 0 0.00 88 100 4.26 
Y9 30 34.09 54 61.36 2 2.27 2 2.27 0 0.00 88 100 4.27 
Y10 33 37.50 49 55.68 4 4.55 2 2.27 0 0.00 88 100 4.28 
    4.30 
Sumber : Data primer, diolah 2017 
 
Dari Tabel 4.5 diatas, arti angka (skor) 5,4,3,2, dan 1 adalah sebagai berikut : 
  5 : Selalu 
  4 : Sering 
  3 : Kadang-kadang 
  2. : Pernah 
 1 : Tidak pernah 
4.3 Uji Instrumen Penelitian 
Kuisioner dalam penelitian ini digunakan sebagai alat analisa. Oleh karena 
itu dalam analisa yang dilakukan lebih bertumpu pada skor responden pada tiap-tiap 
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amatan. Sedangkan benar tidaknya skor responsi tersebut tergantung pada 
pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data yang baik harus memenuhi 2 
persyaratan penting yaitu valid dan reliabel. 
4.3.1 Uji Validitas 
Pengujian validitas sangat diperlukan dalam suatu penelitian, khususnya 
yang menggunakan kuisioner dalam memperoleh data. Pengujian validitas 
dimaksudkan untuk mengetahui keabsahan menyangkut pemahaman mengenai 
keabsahan antara konsep dan kenyataan empiris. Uji validitas adalah suatu ukuran 
yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan dan kesahihan suatu instrumen. Sebuah 
instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang ingin diukur atau 
dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya 
validitas instrument menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak 
menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud. 
Pengujian validitas dapat dilakukan dengan cara mengkorelasikan masing-
masing faktor atau variabel dengan total faktor atau variabel tersebut dengan 
menggunakan korelasi (r) product moment. 
Kriteria pengujian untuk menerima atau menolak hipotesis adanya 
pernyataan yang valid atau tidak dapat dilakukan dengan: 
H0 : r = 0, tidak terdapat data yang valid pada tingkat kepercayaan (α) 5%. 
Ha : r ≠ 0, terdapat data yang valid pada tingkat kepercayaan (α) 5%. 
Hipotesa nol (H0) diterima apabila r hitung< r tabel, demikian sebaliknya 
hipotesa alternatif (Ha) diterima apabila r hitung> r tabel. Pengujian validitas yang 
dilakukan dengan melalui program SPSS ver. 13.0 dengan mengggunakan korelasi 
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product moment menghasilkan nilai masing-masing item pernyataan dengan skor 
item pertanyaan secara keseluruhan dan untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel 
sebagai berikut: 
Tabel 4.6 Uji Validitas Variabel SPIP 
Item Sig. Keterangan 
X1.1 0.000 Valid 
X1.2 0.000 Valid 
X1.3 0.000 Valid 
X1.4 0.000 Valid 
X1.5 0.000 Valid 
X1.6 0.000 Valid 
X1.7 0.000 Valid 
X1.8 0.000 Valid 
X2.1 0.000 Valid 
X2.2 0.000 Valid 
X2.3 0.000 Valid 
X3.1 0.000 Valid 
X3.2 0.000 Valid 
X3.3 0.000 Valid 
X3.4 0.000 Valid 
X3.5 0.000 Valid 
X3.6 0.000 Valid 
X3.7 0.000 Valid 
X4.1 0.000 Valid 
X4.2 0.000 Valid 
X5.1 0.000 Valid 
X5.2 0.000 Valid 
X5.3 0.000 Valid 





Tabel 4.7 Uji Vaiditas Variabel Evektifitas PKD 
Item Sig. Keterangan 
Y1 0.000 Valid 
Y2 0.000 Valid 
Y3 0.000 Valid 
Y4 0.000 Valid 
Y5 0.000 Valid 
Y6 0.000 Valid 
Y7 0.000 Valid 
Y8 0.000 Valid 
Y9 0.000 Valid 
Y10 0.000 Valid 
Sumber: Data primer, diolah 2017 
Dari Tabel 4.6 dan Tabel 4.7 di atas dapat dilihat bahwa nilai sig. r indikator 
pertanyaan lebih kecil dari 0.05 (α = 0.05) yang berarti tiap-tiap indikator variabel 
adalah valid, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator tersebut dapat 
digunakan untuk mengukur variabel penelitian. 
4.3.2 Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas menunjukkan tingkat kemantapan, keajegan dan ketepatan 
suatu alat ukur atau uji yang  digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengukuran 
relatif konsisten apabila dilakukan pengukuran ulang. Uji ini digunakan untuk 
mengetahui sejauh mana jawaban seseorang konsisten atau stabil dari waktu ke 
waktu. Arikunto (2013:221) menjelaskan tentang reliabilitas sebagai berikut 
“Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat 
dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut 
sudah baik “   
Teknik pengujian reliabilitas adalah dengan menggunakan nilai koefisien 
reliabilitas alpha. Kriteria pengambilan keputusannya adalah apabila nilai dari 
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koefisien reliabilitas alpha lebih besar dari 0,6 maka variabel tersebut sudah reliabel 
(handal).   
Tabel 4.8 Uji Reliabilitas Variabel 
No. Variabel Koefisien Reliabilitas Keterangan 
1 X1 0.848 Reliabel 
2 X2 0,814 Reliabel 
3 X3 0,802 Reliabel 
4 X4 0,643 Reliabel 
5 X5 0,782 Reliabel 
6 Y 0.874 Reliabel 
Sumber: Data primer, diolah 2017 
Dari Tabel 4.8 diketahui bahwa nilai dari alpha cronbach untuk semua 
variabel lebih besar dari 0,6. Dari ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya maka 
semua variabel yang digunakan untuk penelitian sudah reliabel.  
4.4 Asumsi-Asumsi Klasik Regresi 
Asumsi-asumsi klasik ini harus dilakukan pengujiannya untuk memenuhi 
penggunaan regresi linier berganda. Setelah diadakan perhitungan regresi berganda 
melalui alat bantu SPSS for Windows, diadakan pengujian uji asumsi klasik regresi. 
Hasil pengujian disajikan sebagai berikut : 
4.4.1 Uji Normalitas 
Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual tersebar normal 
atau tidak. Prosedur uji dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov, dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
Hipotesis yang digunakan : 
 H0 : residual tersebar normal 
 Ha : residual tidak tersebar normal 
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Jika nilai sig. (p-value) > maka H0 diterima yang artinya normalitas 
terpenuhi.  
Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas 
  
 Sumber: Data primer, 2017 
  
Dari hasil perhitungan didapat nilai sig.sebesar 0.058 atau lebih besar dari 
0.05, maka ketentuan H0 diterima yaitu bahwa asumsi normalitas terpenuhi. 
 
Gambar 4.1 Grafik hasil pengujian Normal Probability Plot 























Test distribution is  Normal.a. 
Calculated from data.b. 
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Berdasarkan uji P-P Plot didapatkan bahwa titik – titik data sudah menyebar 
mengikuti garis diagonal, sehingga dikatakan bahwa residual sudah menyebar secara 
distribusi normal. 
4.4.2 Uji Multikolinieritas 
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2016:103). 
Cara pengujiannya adalah dengan membandingkan nilai Tolerance yang didapat dari 
perhitungan regresi berganda, apabila nilai tolerance < 0,1 maka terjadi 
multikolinearitas. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel 4.10. 




X1 0.419 2.385 
X2 0.377 2.655 
X3 0.315 3.170 
X4 0.655 1.528 
X5 0.699 1.431 
   Sumber: Data primer, diolah 2017 
Berdasarkan Tabel 4.10 terlihat bahwa tidak ada variabel yang memiliki 
nilai VIF lebih besar dari 10 dan nilai tolerance yang lebih kecil dari 0,1. Sehingga 
dari hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas 
antar variabel bebas dalam model regresi. 
4.4.3 Uji Heterokedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 
terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain, 
Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut 
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homoskesdastisitas dan jika berbeda disebut heteroskesdatisitas (Ghozali, 2016:134).  
Prosedur uji dilakukan dengan Uji scatter plot. Pengujian kehomogenan ragam sisaan 
dilandasi pada hipotesis: 
H0 : ragam sisaan homogen 
H1 : ragam sisaan tidak homogen 
Hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat pada Gambar 4.2 berikut. 
 
Gambar 4. 2 Uji Heteroskedastisistas 
Sumber: Data primer, diolah 2017 
 
Dari hasil pengujian tersebut didapat bahwa diagram tampilan scatterplot 
menyebar dan tidak membentuk pola tertentu maka tidak terjadi heteroskedastisitas, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa sisaan mempunyai ragam homogen (konstan) atau 
dengan kata lain tidak terdapat gejala heterokedastisitas.  
Dengan terpenuhi seluruh asumsi klasik regresi di atas maka dapat 
dikatakan model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
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sudah layak atau tepat. Sehingga dapat diambil interpretasi dari hasil analisis regresi 
berganda yang telah dilakukan. 
4.5 Pengujian Hipotesis 
Pengujian hipotesis merupakan bagian penting dalam penelitian, setelah 
data terkumpul dan diolah. Kegunaan utamanya adalah untuk menjawab hipotesis 
yang  dibuat oleh peneliti.  
4.5.1 Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis regresi ini digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh antara 
variabel bebas, yaitu Lingkungan Pengendalian (X1), Penilaian Risiko (X2), Kegiatan 
Pengendalian (X3), Informasi dan Komunikasi (X4), Pemantauan (X5) terhadap 
variabel terikat yaitu Efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Y). Dengan 
menggunakan bantuan SPSS for Windowsver 13.00 didapat model regresi seperti 
pada Tabel 4.11: 







Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta 
(Constant) 5.486 3.791 
 
1.447 0.152 
X1 0.323 0.150 0.230 2.153 0.034 
X2 0.690 0.291 0.267 2.372 0.020 
X3 0.325 0.161 0.249 2.024 0.046 
X4 0.092 0.361 0.022 0.255 0.799 
X5 0.554 0.270 0.170 2.053 0.043 
a. Dependent Variable: Efektivitas PKD 
Sumber: Data primer, diolah 2017 
Berdasarkan pada Tabel 4.11 didapatkan persamaan regresi sebagai berikut : 




Y = Efektivitas pengelolaan keuangan daerah 
X1  = Lingkungan pengendalian 
X2 = Penilaian risiko 
X3 = Aktivitas pengendalian 
X4 = Informasi dan komunikasi 
X5 = Pemantauan  
4.5.2 Koefisien Determinasi (R2) 
Untuk mengetahui besar kontribusi variabel bebas (Lingkungan 
Pengendalian(X1), Penilaian Risiko (X2), Kegiatan Pengendalian (X3), Informasi 
dan Komunikasi (X4), Pemantauan (X5)) terhadap variabel terikat (Efektivitas 
pengelolaan keuangan daerah) digunakan nilai R2, nilai R2 seperti dalam Tabel 4.12 
dibawah ini: 
Tabel 4. 12 Koefisien Korelasi dan Determinasi 
R R Square Adjusted R Square 
0.780 0.608 0.584 
    Sumber : Data primer, diolah 2017 
Koefisien determinasi digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh atau 
kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari analisis pada Tabel 4.12 
diperoleh hasil adjusted R (koefisien determinasi) sebesar 0,584. Artinya bahwa 
58,4% variabel Efektivitas pengelolaan keuangan daerah akan dipengaruhi oleh 
variabel bebasnya, yaitu Lingkungan Pengendalian (X1), Penilaian Risiko (X2), 
Kegiatan Pengendalian (X3), Informasi dan Komunikasi (X4), Pemantauan (X5). 
Sedangkan sisanya 41,6% variabel Efektivitas pengelolaan keuangan daerah akan 
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dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.  
Selain koefisien determinasi juga didapat koefisien korelasi yang menunjukkan 
besarnya hubungan antara variabel bebas yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian 
Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Pemantauan, terhadap 
variabel Efektivitas pengelolaan keuangan daerah, nilai R (koefisien korelasi) sebesar 
0,780, nilai korelasi ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel bebas yaitu 
Lingkungan Pengendalian (X1), Penilaian Risiko (X2), Kegiatan Pengendalian (X3), 
Informasi dan Komunikasi (X4), Pemantauan (X5) dengan Efektivitas pengelolaan 
keuangan daerah termasuk dalam kategori sangat kuat karena berada pada selang 0,8 
– 1,0. 
4.5.3 Hipotesis I (F test / Serempak) 
Pengujian F atau pengujian model digunakan untuk mengetahui apakah 
hasil dari analisis regresi signifikan atau tidak, dengan kata lain model yang diduga 
tepat/sesuai atau tidak. Jika hasilnya signfikan, maka H0 ditolak dan Ha diterima. 
Sedangkan jika hasilnya tidak signifikan, maka H0 diterima dan Ha ditolak. Hal ini 
dapat juga dikatakan sebagai berikut : 
H0 ditolak jika F hitung   > F tabel 
H0 diterima jika F hitung < F tabel  
 
Tabel 4. 13 Uji F/Serempak 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
Regression 889.370 5 177.874 25.431 0.000 
Residual 573.528 82 6.994 
  
Total 1462.898 87 
   
Sumber: Data primer, diolah 2017 
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Berdasarkan Tabel 4.13 nilai F hitung sebesar 25,431. Sedangkan F tabel (α 
= 0.05 ; db regresi = 5 : db residual = 82) adalah sebesar 2,326. Karena F hitung > F 
tabel yaitu 25,431 > 2,326 atau nilai Sig. F (0,000) < α = 0.05 maka model analisis 
regresi adalah signifikan. Hal ini berarti H0 ditolak dan Ha diterima sehingga dapat 
disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel bebas (Lingkungan 
Pengendalian(X1), Penilaian Risiko (X2), Kegiatan Pengendalian (X3), Informasi dan 
Komunikasi (X4), Pemantauan (X5)) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat 
(Efektivitas pengelolaan keuangan daerah). 
4.5.4 Hipotesis II (t test / Parsial) 
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 
variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 
dependen (Ghozali, 2016:97). Dapat juga dikatakan jika t hitung > t tabel atau -t 
hitung < -t tabel maka hasilnya signifikan dan H0 ditolak dan Ha diterima. Sedangkan 
jika t hitung < t tabel atau -t hitung > -t tabel maka hasilnya tidak signifikan dan 
berarti H0 diteima dan Ha ditolak. Hasil dari uji t pada penelitian ini dapat dilihat pada 
Tabel 4.11 
a. t test antara X1 (lingkungan pengendalian) dengan Y (efektivitas pengelolaan 
keuangan daerah) menunjukkan t hitung = 2,153. Sedangkan t tabel (α = 0.05 ; 
db residual = 82) adalah sebesar 1,989. Karena t hitung > t tabel yaitu 
2,153>1,989 atau sig. t (0,034) <α = 0.05 hal ini berarti H0 ditolak dan Ha 
diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan 
daerah dapat dipengaruhi secara signifikan oleh lingkungan pengendalian. 
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b. t test antara X2 (penilaian risiko) dengan Y (efektivitas pengelolaan keuangan 
daerah) menunjukkan t hitung = 2,372. Sedangkan t tabel (α = 0.05 ; db 
residual = 82) adalah sebesar 1,989. Karena t hitung > t tabel yaitu 
2,372>1,989 atau sig. t (0,020) <α = 0.05 maka pengaruh X2 (penilaian risiko) 
terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah signifikan pada 
alpha 5%. Hal ini berarti H0 ditolak dan Ha sehingga dapat disimpulkan bahwa 
Efektivitas pengelolaan keuangan daerah dapat dipengaruhi secara signifikan 
oleh Penilaian. 
c. t test antara X3 (kegiatan pengendalian) dengan Y (efektivitas pengelolaan 
keuangan daerah) menunjukkan t hitung = 2,024. Sedangkan t tabel (α = 0.05 ; 
db residual = 82) adalah sebesar 1,989. Karena t hitung > t tabel yaitu 
2,024>1,989 atau sig. t (0,046) <α = 0.05 maka pengaruh X3 (kegiatan 
pengendalian) terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah 
signifikan pada alpha 5%. Hal ini berarti H0 ditolak dan Ha diterima sehingga 
dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah dapat 
dipengaruhi secara signifikan oleh kegiatan pengendalian. 
d. t test antara X4 (informasi dan komunikasi) dengan Y (efektivitas pengelolaan 
keuangan daerah) menunjukkan t hitung = 0,255. Sedangkan t tabel (α = 0.05 ; 
db residual = 82) adalah sebesar 1,989. Karena t hitung < t tabel yaitu 
0,255<1,989 atau sig. t (0,799) >α = 0.05 maka pengaruh X4 (informasi dan 
komunikasi) terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah tidak 
signifikan pada alpha 5%. Hal ini berarti H0 diterima dan Ha ditolak sehingga 
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dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah tidak 
dipengaruhi secara signifikan oleh informasi dan komunikasi. 
e. t test antara X5 (pemantauan) dengan Y (efektivitas pengelolaan keuangan 
daerah) menunjukkan t hitung = 2,053. Sedangkan t tabel (α = 0.05 ; db 
residual = 82) adalah sebesar 1,989. Karena t hitung > t tabel yaitu 
2,053>1,989 atau sig. t (0,043) <α = 0.05 maka pengaruh X5 (pemantauan) 
terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah signifikan pada 
alpha 5%. Hal ini berarti H0 ditolak dan Ha diterima sehingga dapat 
disimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah dapat 
dipengaruhi secara signifikan oleh pemantauan.  
4.6 Pembahasan 
4.6.1 Pengaruh Lingkungan Pengendalian Terhadap Efektivitas Pengelolaan 
Keuangan Daerah 
Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan yang positif signifikan antara 
lingkungan pengendalian dengan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini 
dapat dilihat dari t test antara X1 (lingkungan pengendalian) dengan Y (efektivitas 
pengelolaan keuangan daerah) menunjukkan t hitung > t tabel yaitu 2,153>1,989 atau 
sig. t (0,034) <α = 0.05. Sehingga pengaruh antara lingkungan pengendalian dan 
efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah semakin baik lingkungan 
pengendalian maka pengelolaan keuangan daerah akan semakin efektif. 
Dari analisis regresi linier berganda dapat dilihat bahwa efektivitas 
pengelolaan keuangan daerah akan meningkat sebesar 0,323 satuan untuk setiap 
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tambahan satu satuan X1 (lingkungan pengendalian). Jadi apabila lingkungan 
pengendalian mengalami peningkatan satu satuan, maka efektivitas pengelolaan 
keuangan daerah akan meningkat sebesar 0,323 satuan dengan asumsi variabel yang 
lainnya dianggap konstan. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Rizaldi dan Yurniwati (2015) yang menemukan bahwa penciptaan lingkungan 
pengendalian yang positif dan kondusif akan memberikan kontribusi besar bagi 
tegaknya SPIP yang pada akhirnya memberikan jaminan akuntabilitas bagi 
stakeholder pemerintah daerah bahwa good government  telah dilaksanakan di 
pemerintah daerah tersebut. 
4.6.2 Pengaruh Penilaian Risiko Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan 
Daerah 
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis didapat nilai koefisien regresi dari 
penilaian risiko yaitu sebesar 0.690, maka pengaruh yang di dapat dari penilaian 
risiko terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah positif. Pengujian t 
test antara X2 (penilaian risiko) dengan Y (efektivitas pengelolaan keuangan daerah) 
didapat t hitung > t tabel yaitu 2,372>1,989 atau sig. t (0,020) <α = 0.05, 
menunjukkan pengaruh X2 (penilaian risiko) terhadap efektivitas pengelolaan 
keuangan daerah adalah signifikan pada alpha 5%. Hal ini berarti pengaruh antara 
penilaian risiko dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah semakin baik 
penilaian risiko maka pengelolaan keuangan daerah akan semakan efektif. 
Dari analisis regresi linier berganda dapat dilihat bahwa efektivitas 
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pengelolaan keuangan daerah akan meningkat sebesar 0,690 satuan untuk setiap 
tambahan satu satuan X2 (penilaian risiko). Jadi apabila penilaian risiko mengalami 
peningkatan satu satuan, maka efektivitas pengelolaan keuangan daerah akan 
meningkat sebesar 0.690 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap 
konstan. 
Hasil serupa juga didapat Herawati (2014) dalam penelitiannya yang 
mendapatkan hasil bahwa penilaian risiko berpengaruh positif signifikan terhadap 
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 
4.6.3 Pengaruh Kegiatan Pengendalian Terhadap Efektivitas Pengelolaan 
Keuangan Daerah 
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis didapat nilai koefisien regresi dari 
kegiatan pengendalian yaitu sebesar 0.325, maka pengaruh yang di dapat dari 
kegiatan pengendalian terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah 
positif. Pengujian t test antara X3 (kegiatan pengendalian) dengan Y (efektivitas 
pengelolaan keuangan daerah) didapat t hitung > t tabel yaitu 2,024>1,989 atau sig. t 
(0,046) <α = 0.05, menunjukkan pengaruh X3 (kegiatan pengendalian) terhadap 
efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah signifikan pada alpha 5%. Hal ini 
berarti pengaruh antara penilaian risiko dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah 
adalah semakin baik kegiatan pengendalian maka pengelolaan keuangan daerah akan 
semakan efektif. 
Dari analisis regresi linier berganda dapat dilihat bahwa efektivitas 
pengelolaan keuangan daerah akan meningkat sebesar 0,325 satuan untuk setiap 
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tambahan satu satuan X3 (kegiatan pengendalian). Jadi apabila kegiatan pengendalian 
mengalami peningkatan satu satuan, maka efektivitas pengelolaan keuangan daerah 
akan meningkat sebesar 0.325 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap 
konstan. 
Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 
Tahir (2015) yang menemukan bahwa kegiatan pengendalian berpengaruh signifikan 
dan positif terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Nduga. 
4.6.4 Pengaruh Informasi Dan Komunikasi Terhadap Efektivitas Pengelolaan 
Keuangan Daerah 
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis didapat nilai koefisien regresi dari 
informasi dan komunikasi yaitu sebesar 0.092, maka pengaruh yang di dapat dari 
informasi dan komunikasi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah 
positif. Pengujian t test antara X4 (informasi dan komunikasi) dengan Y (efektivitas 
pengelolaan keuangan daerah) didapat t hitung < t tabel yaitu 0,255<1,989 atau sig. t 
(0,799) >α = 0.05 maka pengaruh X4 (informasi dan komunikasi) terhadap efektivitas 
pengelolaan keuangan daerah adalah tidak signifikan pada alpha 5%. Hal ini berarti 
H0 diterima. Sehingga peningkatan informasi dan komunikasi belum tentu akan 
meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.  
Dari analisis regresi linier berganda dapat dilihat bahwa efektivitas 
pengelolaan keuangan daerah akan meningkat sebesar 0,092 satuan untuk setiap 
tambahan satu satuan X4 (informasi dan komunikasi). Jadi apabila informasi dan 
komunikasi mengalami peningkatan satu satuan, maka efektivitas pengelolaan 
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keuangan daerah akan meningkat sebesar 0.092 satuan dengan asumsi variabel yang 
lainnya dianggap konstan. 
Informasi dan komunikasi tidak berpengaruh terhadap efektivitas 
pengelolaan keuangan daerah disebabkan karena indikator-indikator pada penelitian 
ini untuk variabel informasi dan komunikasi belum diterapkan secara maksimal pada 
BPKAD Kabupaten Malang. BPKAD Kabupaten Malang belum memaksimalkan 
website sebagai sarana untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan atau 
belum adanya sistem informasi yang berfungsi dengan baik yang dapat membantu 
meyakinkan bahwa tanggung jawab telah dilaksanakan. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irawan 
(2016) yang menemukan bahwa  informasi dan komunikasi tidak berpengaruh positif 
terhadap opini laporan keuangan. Hasil penelitian ini juga mendukung Penelitian 
yang dilakukan oleh Tirmizi (2016) yang memperoleh hasil bahwa informasi dan 
komunikasi yang diterapkan di SKPD Kota Padang berpengaruh negatif terhadap 
pencegahan fraud. 
4.6.5 Pengaruh Pemantauan Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan 
Daerah 
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis didapat nilai koefisien regresi dari 
pemantauan yaitu sebesar 0.554, maka pengaruh yang di dapat dari pemantauan 
terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah positif. Pengujian t test 
antara X5 (pemantauan) dengan Y (efektivitas pengelolaan keuangan daerah) didapat t 
hitung > t tabel yaitu 2,053>1,989 atau sig. t (0,043) <α = 0.05, menunjukkan 
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pengaruh X5 (pemantauan) terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah 
signifikan pada alpha 5%. Hal ini berarti pengaruh antara pemantauan dan efektivitas 
pengelolaan keuangan daerah adalah semakin baik pemantauan maka pengelolaan 
keuangan daerah akan semakan efektif. 
 Dari analisis regresi linier berganda dapat dilihat bahwa efektivitas 
pengelolaan keuangan daerah akan meningkat sebesar 0,554 satuan untuk setiap 
tambahan satu satuan X5 (pemantauan). Jadi apabila pemantauan mengalami 
peningkatan satu satuan, maka efektivitas pengelolaan keuangan daerah akan 
meningkat sebesar 0.554 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap 
konstan. 
Hasil yang diperoleh pada penelitian ini sejalan dengan hasil yang diperoleh 
Adam dan Suzan (2015) dalam penelitiannya yaitu pemantauan berpengaruh 







5.1  Kesimpulan 
 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh unsur-unsur sistem 
pengendalian intern pemerintah yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, 
kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan terhadap 
efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil analisis data dan 
pengujian hipotesis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 
1. Secara bersama-sama unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah 
berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini 
berarti bahwa semakin baik pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah 
pengelolaan keuangan daerah akan semakin efektif. 
2. Lingkungan pengendalian berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan 
keuangan daerah. 
3. Penilaian risiko berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan 
daerah. 
4. Kegiatan pengendalian berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan 
keuangan daerah. 




6. Pemantauan berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan 
daerah. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasn sebagai berikut: 
1. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu badan/dinas pemerintah daerah yaitu 
BPKAD Kabupaten Malang sehingga untuk hasil kesimpulan yang bersifat umum 
perlu memperluas ruang lingkup penelitian. 
2. Variabel independen yang digunakan yaitu unsur-unsur dari sistem pengendalian 
intern pemerintah hanya dapat menjelaskan pengaruh sebesar 47,5% terhadap 
variabel efektivitas pengelolaan keuangan daerah.  
3. Pengumpulan data pada penelitian ini hanya menggunakan metode kuesioner 
tanpa dilengkapi dengan observasi maupun wawancara, terkadang jawaban 
kuesioner tidak sesuai dengan kondisi nyata. 
4. Beberapa pertanyaan kuesioner pada penilitian ini yang merupakan modifikasi 
dari kuesioner peneliti terdahulu dikembangkan sendiri berdasarkan PP Nomor 60 
Tahun 2008, sehingga terdapat kemungkinan kelemahan dalam menerjemahkan 
instrumen yang berakibat perubahan arti dari yang sebenarnya. 
5.3 Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan 




1. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas daerah penelitian dan 
juga menambah jumlah responden. 
2. Disarankan penelitian selanjutnya untuk menemukan dan menambah variabel 
bebas yang tidak dapat dijelaskan dalam penelitian ini seperti sistem informasi 
akuntansi, pengawasan fungsional, dan kinerja pegawai. 
3. Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian selanjutnya dapat 
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